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Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan pemerintah Rusia melakukan pembatasan terhadap media asing pada tahun 2019-2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis dokumen kebijakan pemerintah Rusia, laporan organisasi internasional, artikel ilmiah, serta publikasi lembaga pemantau kebebasan pers. Analisis dilakukan menggunakan Teori Otoritarianisme Media dan konsep Russkiy Mir untuk menjelaskan hubungan antara kontrol media, keamanan negara, dan konstruksi identitas nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan media asing berkembang secara bertahap melalui tiga fase utama, yaitu penguatan regulasi (2019-2021), eskalasi pembatasan pasca invasi Ukraina (2022), dan institusionalisasi kontrol informasi (2023-2025). Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan mengendalikan arus informasi, tetapi juga mempertahankan legitimasi politik, melindungi kedaulatan informasi, serta memperkuat narasi identitas nasional Rusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media asing diposisikan sebagai aktor yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan nilai-nilai yang dipromosikan melalui konsep Russkiy Mir..
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Abstract

This study aims to analyze the reasons behind the Russian government's restrictions on foreign media between 2019 and 2025. The research employs a qualitative approach using a library research method by analyzing Russian government policy documents, reports from international organizations, scholarly articles, and publications issued by press freedom monitoring organizations. The analysis is conducted through the Authoritarian Theory of the Press and the concept of Russkiy Mir to explain the relationship between media control, state security, and the construction of national identity. The findings reveal that restrictions on foreign media evolved through three major phases: regulatory reinforcement (2019–2021), the escalation of restrictions following the invasion of Ukraine (2022), and the institutionalization of information control (2023–2025). These policies were not solely intended to regulate the flow of information but also to maintain political legitimacy, safeguard information sovereignty, and reinforce Russia's national identity narrative. Furthermore, the study finds that foreign media are perceived as actors capable of undermining political stability and the values promoted through the concept of Russkiy Mir.
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Pendahuluan 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah secara fundamental dinamika politik global. Arus informasi yang semakin cepat, lintas batas, dan berbasis digital menjadikan media tidak lagi sekadar alat penyampai berita. Kini, media menjadi aktor penting dalam pembentukan opini publik, legitimasi politik, bahkan konfigurasi kekuatan dalam hubungan internasional. Di era globalisasi informasi, batas-batas teritorial negara menjadi semakin kabur karena informasi dapat dengan mudah melampaui yurisdiksi nasional. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru bagi negara, khususnya dalam menjaga stabilitas domestik.
Dalam kajian Hubungan Internasional, media semakin dipahami sebagai bagian dari instrumen kekuasaan non-militer. Joseph Nye melalui konsep soft power menjelaskan bahwa kemampuan suatu negara untuk memengaruhi pihak lain tidak hanya berasal dari kekuatan militer atau ekonomi. Ia menekankan bahwa daya tarik nilai budaya serta narasi yang disebarkan melalui media dapat menjadi sumber pengaruh yang efektif dalam hubungan internasional. Melalui penyebaran informasi dan konstruksi citra suatu negara dapat membentuk persepsi publik di luar wilayahnya tanpa menggunakan tekanan koersif (Nye, 2008).
Transformasi tersebut turut mengubah karakter persaingan antarnegara. Jika pada masa lalu kompetisi internasional lebih banyak ditentukan oleh kekuatan militer dan ekonomi, perkembangan teknologi digital menjadikan ruang informasi sebagai arena strategis baru dalam politik global. Negara tidak hanya berupaya mempertahankan wilayah dan sumber daya, tetapi juga berusaha mengendalikan narasi, membentuk persepsi publik, dan melindungi ruang informasinya dari pengaruh eksternal. Informasi semakin dipandang sebagai aset strategis yang memiliki implikasi langsung terhadap keamanan nasional, stabilitas politik, dan legitimasi pemerintahan.
Di sisi lain, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi telah diakui sebagai hak fundamental dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menjamin hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa memandang batas wilayah (United Nations, 1966). Prinsip ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, norma tersebut kerap berbenturan dengan klaim kedaulatan negara, terutama ketika pemerintah memandang pengendalian ruang informasi sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan nasional dan stabilitas politik.
Perbedaan cara pandang mengenai hubungan antara media, negara, dan keamanan kemudian melahirkan beragam respons kebijakan di berbagai negara. Sementara negara-negara demokrasi liberal cenderung menempatkan kebebasan pers sebagai prasyarat demokrasi, sejumlah negara memandang ruang informasi sebagai bagian dari kedaulatan yang dapat diatur demi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Salah satu negara yang menunjukkan pendekatan tersebut adalah Rusia, yang dalam beberapa tahun terakhir semakin memperkuat kontrol terhadap media, khususnya media asing.
Berdasarkan indeks kebebasan pers yang diterbitkan oleh Reporters Without Borders (2026) posisi Rusia terus berada pada kategori rendah dalam kebebasan pers dan mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya pembatasan terhadap aktivitas media dan jurnalisme independen di Rusia sehingga menjadikan isu pembatasan media asing semakin relevan untuk dikaji.




	Tahun
	Indeks
	Skor Global

	2019
	149/180
	49,69

	2020
	149/180
	51.08

	2021
	150/180
	51.29

	2022
	155/180
	38.82

	2023
	164/180
	34.77

	2024
	162/180
	29.86

	2025
	171/180
	24.57
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Sumber: Diolah dari Reporters sans Frontières (RSF)
Berdasarkan World Press Freedom Index yang diterbitkan oleh Reporters Without Borders (RSF), tingkat kebebasan pers di Rusia mengalami penurunan yang signifikan selama periodetahun 2019-2025. Pada tahun 2019, Rusia menempati peringkat ke-149 dari 180 negara dengan skor 49,69. Namun, pada tahun 2025 posisinya turun menjadi peringkat ke-171 dengan skor 24,57. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa ruang kebebasan pers di Rusia semakin menyempit dan menempatkan negara tersebut sebagai salah satu negara dengan tingkat kebebasan media terendah di dunia.
Perbedaan cara pandang mengenai media menjadi salah satu sumber perdebatan dalam politik internasional. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi liberal memandang media sebagai pilar demokrasi yang berfungsi mengawasi pemerintah, menjamin transparansi, serta melindungi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Sebaliknya, Rusia menempatkan media sebagai bagian dari instrumen negara yang perlu diawasi untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah pengaruh eksternal. Dalam perspektif ini, pengendalian arus informasi dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional dan kedaulatan informasi, sehingga negara dilegitimasi untuk mengatur bahkan membatasi media yang dianggap berpotensi mengancam stabilitas domestik.
Pandangan tersebut semakin menguat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan negara-negara Barat dalam satu dekade terakhir. Persaingan yang terjadi tidak hanya berlangsung dalam bidang militer, ekonomi, dan diplomasi, tetapi juga dalam ruang informasi melalui pertarungan narasi mengenai legitimasi politik, keamanan, identitas nasional, dan kepentingan strategis masing-masing pihak. Dalam situasi ini, media asing dipandang oleh pemerintah Rusia bukan sekadar sebagai penyedia informasi, melainkan sebagai aktor yang berpotensi memengaruhi opini publik domestik dan menantang narasi resmi negara. Kondisi tersebut tercermin dalam kebijakan pemerintah Rusia tahun 2019-2025 di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis alasan yang melatarbelakangi pembatasan media asing oleh pemerintah Rusia tahun 2019-2025.
Fenomena tersebut mendorong munculnya berbagai penelitian mengenai hubungan antara pemerintah Rusia dan media. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pembatasan media di Rusia, sebagian besar kajian berfokus pada isu kebebasan pers, propaganda negara, atau dinamika media pasca invasi Ukraina tahun 2022. Kajian-kajian tersebut belum banyak menjelaskan bagaimana kebijakan pembatasan media asing berkembang secara bertahap tahun 2019-2025 serta alasan yang melatarbelakanginya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perkembangan kebijakan pembatasan media asing secara longitudinal dengan mengaitkannya pada aspek politik, keamanan, dan identitas nasional secara simultan. 
Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Otoritarianisme Media untuk menjelaskan mekanisme kontrol negara terhadap media, sedangkan konsep Russkiy Mir digunakan untuk menganalisis bagaimana identitas nasional, nilai-nilai peradaban Rusia, dan gagasan mengenai information sovereignty memengaruhi kebijakan pembatasan media asing. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan mekanisme pembatasan media, tetapi juga alasan yang melatarbelakangi penguatan kontrol informasi oleh pemerintah Rusia tahun 2019-2025.

Metode
Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menganalisis alasan yang melatarbelakangi kebijakan pembatasan media asing oleh pemerintah Rusia tahun 2019-2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analitis untuk mengkaji fenomena tersebut secara mendalam. Penelitian berfokus pada kebijakan pemerintah Rusia dengan level analisis negara (state level analysis). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh secara purposif dari dokumen resmi pemerintah Rusia, laporan organisasi internasional, publikasi lembaga pemantau kebebasan pers, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles et al. (2019) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini digunakan untuk menginterpretasikan hubungan antara kebijakan pembatasan media asing, kepentingan politik negara, dan upaya Rusia mempertahankan keamanan nasional serta kedaulatan informasi.

Hasil dan Pembahasan
a. Dinamika Pembatasan Media Asing di Rusia Tahun 2019-2025
Hubungan antara pemerintah Rusia dan media asing telah mengalami dinamika yang kompleks sejak berakhirnya Perang Dingin. Meskipun Rusia mengadopsi berbagai reformasi politik dan ekonomi pada dekade 1990-an, kekhawatiran terhadap pengaruh eksternal dalam ruang informasi mulai menguat pada awal abad ke-21 seiring meningkatnya peran media global dan perkembangan teknologi digital.
Kekhawatiran tersebut semakin besar setelah terjadinya berbagai Revolusi Warna (Color Revolutions) di sejumlah negara bekas Uni Soviet, seperti Revolusi Mawar di Georgia (2003), Revolusi Oranye di Ukraina (2004), dan Revolusi Tulip di Kirgizstan (2005). Dari perspektif pemerintah Rusia, peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa media, organisasi masyarakat sipil, dan jaringan informasi transnasional dapat menjadi instrumen yang memengaruhi opini publik, memobilisasi massa, dan bahkan mendorong perubahan politik dalam suatu negara (Minkina & Kaszuba, 2021).
Persepsi tersebut semakin menguat setelah gelombang demonstrasi anti-pemerintah di Rusia pada 2011-2012 serta meningkatnya ketegangan geopolitik dengan negara-negara Barat pasca aneksasi Krimea pada tahun 2014. Sejak saat itu, pemerintah Rusia mulai menempatkan ruang informasi sebagai salah satu dimensi penting keamanan nasional yang harus dilindungi dari pengaruh eksternal. Dalam berbagai dokumen keamanan nasional Rusia, ancaman informasi dipandang setara dengan ancaman politik, ekonomi, maupun militer karena berpotensi memengaruhi stabilitas negara, legitimasi pemerintah, dan kohesi sosial masyarakat.
Meskipun berbagai regulasi terkait media telah diterapkan sebelumnya, tahun 2019 menjadi titik penting dalam perkembangan kebijakan informasi Rusia. Pada tahun tersebut pemerintah mengesahkan amandemen Foreign Agent Law yang memperluas status foreign agent kepada media dan individu, serta memberlakukan Sovereign Internet Law yang memberikan kewenangan lebih besar kepada negara untuk mengendalikan infrastruktur internet domestik. Kedua kebijakan tersebut menandai pergeseran dari pengawasan terhadap media asing menuju penguatan kontrol yang lebih luas atas ruang informasi nasional. Oleh karena itu, tahun 2019 dipilih sebagai titik awal penelitian karena merepresentasikan fase baru dalam upaya pemerintah Rusia memperkuat kedaulatan informasi dan membatasi pengaruh media asing secara lebih sistematis. 
Perkembangan pembatasan media asing di Rusia tahun 2019-2025 menunjukkan adanya perubahan kebijakan yang semakin sistematis dan terintegrasi. Pemerintah Rusia tidak hanya memperketat regulasi terhadap media asing, tetapi juga memperluas pengawasan terhadap jurnalis, platform digital, serta distribusi informasi yang dianggap berkaitan dengan kepentingan asing. Perubahan tersebut berlangsung secara bertahap. Untuk melihat pola perkembangan kebijakan tersebut secara lebih jelas, berikut disajikan ringkasan perkembangan pembatasan media asing di Rusia tahun 2019-2025.

	Tahun
	Perubahan Kebijakan
	Sasaran
	Konsekuensi

	2019
	Amandemen Federal Law No. 426-FZ memperluas status foreign agent kepada media dan individu. Disahkannya Sovereign Internet Law yang memberi kewenangan Roskomnadzor mengendalikan infrastruktur internet. 
	Voice of America (VOA), Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Current Time TV, Idel.Realii, Kavkaz.Realii, Sibir.Realii, Faktograf, Sever.Realii, Tatar-Bashkir Service.
	Wajib mendaftar sebagai foreign agent, mencantumkan label pada seluruh publikasi, melaporkan pendanaan secara berkala, terancam denda hingga 5 juta rubel, serta berpotensi diblokir.

	2020
	Disahkan Federal Law No. 100-FZ mengenai penyebaran informasi palsu terkait keadaan darurat (COVID-19).
	Novaya Gazeta, Echo of Moscow (Ekho Moskvy), serta media domestik maupun asing yang memberitakan pandemi tidak sesuai narasi resmi pemerintah.
	Ancaman pidana dan denda, penghapusan konten, serta meningkatnya praktik self-censorship.

	2021
	Perluasan daftar foreign agent mencakup media independen, jurnalis, aktivis, dan individu penerima dukungan asing.
	Meduza, VTimes, iStories (Important Stories), The Insider, serta sejumlah jurnalis independen.
	Kehilangan iklan dan pendanaan, kewajiban pelabelan, tekanan ekonomi, Sebagian media menghentikan operasional  atau pindah ke luar negeri.

	2022
	Disahkan Fake News Law (Pasal 207.3 dan 280.3 KUHP Rusia) pasca invasi Ukraina.
	BBC Russian Service, CNN, Bloomberg, Reuters, Deutsche Welle (DW), Voice of America (VOA), Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Novaya Gazeta, Echo of Moscow.
	Ancaman pidana hingga 15 tahun penjara, pemblokiran situs, penghentian operasi media, relokasi kantor ke luar Rusia, dan berkurangnya akses masyarakat terhadap informasi alternatif.

	2023-2024
	Penerapan status Undesirable Organization semakin intensif terhadap media dan organisasi internasional.
	Meduza, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), National Endowment for Democracy (NED), Open Society Foundations.
	Larangan total beroperasi di Rusia, distribusi konten dilarang, serta kerja sama dengan organisasi tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

	2025
	Penguatan rezim foreign agent melalui larangan menerima pendapatan dari iklan, donasi, serta perluasan yurisdiksi hukum hingga aktivitas di luar Rusia.
	Seluruh media dan individu berstatus foreign agent, termasuk Meduza, The Insider, The Moscow Times, TV Rain (Dozhd), Mediazona, RFE/RL, dan VOA.
	Tekanan ekonomi terhadap media independen, ancaman sanksi administratif dan pidana, serta perluasan kontrol terhadap jurnalis di luar negeri.
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Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan berbagai dokumen hukum Federasi Rusia, laporan Reporters Without Borders (2025), Freedom House (2025), Human Rights Watch (2025), dan Reuters (2022).
Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pembatasan media asing di Rusia sepanjang tahun 2019-2025 tidak hanya ditandai oleh bertambahnya regulasi, tetapi juga mencerminkan perubahan cara pemerintah memandang dan mengelola ruang informasi. Kebijakan yang semula berfokus pada pengawasan administratif terhadap media berkembang menjadi kontrol yang lebih luas terhadap aktor, infrastruktur, serta distribusi informasi. Pergeseran ini menunjukkan bahwa tujuan negara tidak lagi terbatas pada pengaturan aktivitas jurnalistik, melainkan pada pembentukan ruang informasi yang memungkinkan pemerintah mempertahankan dominasi atas produksi narasi dan opini publik. Perubahan tersebut mengindikasikan bahwa objek utama pengendalian bukan sekadar institusi media, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang sesungguhnya berusaha dikendalikan oleh pemerintah Rusia melalui berbagai kebijakan tersebut.

b. Kontrol Terfokus pada Narasi 
Berdasarkan hasil analisis, perluasan status foreign agent pada tahun 2019 dari organisasi non-pemerintah menjadi media, jurnalis, dan individu yang menerima dukungan asing menunjukkan perubahan objek pengendalian pemerintah Rusia. Dalam perspektif Teori Otoritarianisme Media, kebijakan ini mengindikasikan bahwa ancaman terhadap stabilitas negara tidak lagi dipandang hanya berasal dari organisasi politik, tetapi juga dari aktor yang memiliki kemampuan membentuk opini publik melalui produksi informasi. Oleh karena itu, negara memperluas kontrol terhadap setiap aktor yang berpotensi menghasilkan narasi di luar otoritas pemerintah. Kewajiban pelabelan, pelaporan pendanaan, dan ancaman sanksi administratif tidak hanya membatasi aktivitas media, tetapi juga mengurangi kredibilitas informasi yang mereka hasilkan sehingga narasi tersebut dipersepsikan sebagai representasi kepentingan asing.
Pengesahan Sovereign Internet Law pada tahun yang sama memperlihatkan perluasan kontrol negara dari pengawasan terhadap media menuju penguasaan infrastruktur informasi. Melalui kewenangan yang diberikan kepada Roskomnadzor untuk memperlambat, memblokir, atau membatasi akses terhadap situs dan platform digital, pemerintah tidak hanya mengendalikan siapa yang dapat memproduksi informasi, tetapi juga menentukan bagaimana informasi tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Dalam kerangka Teori Otoritarianisme Media, negara tidak lagi sekadar mengawasi isi pemberitaan, melainkan membangun kapasitas untuk mengendalikan seluruh saluran penyebaran informasi.
Pola tersebut semakin terlihat setelah invasi Ukraina pada tahun 2022 melalui penerapan Fake News Law dan pedoman Roskomnadzor mengenai penggunaan istilah dalam pemberitaan perang. Media dilarang menggunakan istilah war, invasion, atau aggression dan diwajibkan menggunakan istilah resmi pemerintah, yaitu special military operation. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Rusia tidak hanya mengendalikan aktivitas media, tetapi juga berupaya memonopoli konstruksi realitas politik. Dalam perspektif Teori Otoritarianisme Media, negara menempatkan dirinya sebagai otoritas yang menentukan narasi yang dianggap sah sehingga cara masyarakat memahami konflik Ukraina tetap sejalan dengan posisi resmi pemerintah.
Logika yang sama tampak dalam kebijakan pada masa pandemi COVID-19 melalui Federal Law No. 100-FZ, yang mengkriminalisasi penyebaran informasi yang dianggap bertentangan dengan narasi resmi mengenai keadaan darurat dan penanganan pandemi. Dalam sistem pers otoritarian, negara memosisikan dirinya sebagai sumber utama kebenaran informasi sehingga informasi alternatif diperlakukan bukan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, melainkan sebagai ancaman terhadap ketertiban publik dan stabilitas politik.
Pada periode 2023-2024, penerapan status Undesirable Organization memperluas pengendalian hingga mencakup organisasi internasional yang dinilai berpotensi memperkuat penyebaran narasi alternatif di Rusia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi memandang ancaman informasi berasal dari media semata, tetapi dari keseluruhan jaringan aktor yang berkontribusi dalam produksi dan distribusi informasi. Pengendalian kemudian diperluas terhadap organisasi, jejaring, dan saluran yang memungkinkan berkembangnya narasi di luar kontrol negara.
Memasuki tahun 2025, pemerintah Rusia semakin memperkuat rezim foreign agent melalui larangan menerima pendapatan dari iklan dan donasi serta perluasan yurisdiksi hukum terhadap aktivitas warga negara Rusia di luar negeri. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kontrol negara tidak hanya diarahkan pada produksi dan distribusi informasi, tetapi juga pada keberlangsungan ekonomi media dan individu yang menghasilkan narasi alternatif. Dengan membatasi sumber pembiayaan, pemerintah mempersempit kemampuan aktor-aktor tersebut untuk mempertahankan aktivitas jurnalistiknya.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan adanya pola pengendalian yang semakin komprehensif, mulai dari pengawasan terhadap aktor penyebar informasi (foreign agent), saluran distribusi informasi (Sovereign Internet Law), substansi informasi (Fake News Law), jaringan penyebaran informasi (Undesirable Organization), hingga keberlanjutan ekonomi media (larangan iklan dan donasi). Temuan ini menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran utama pemerintah Rusia bukanlah media asing sebagai institusi jurnalistik semata, melainkan narasi yang diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi oleh masyarakat.
Dalam perspektif Russkiy Mir, temuan tersebut menunjukkan bahwa ruang informasi dipandang sebagai arena strategis untuk mempertahankan identitas nasional dan information sovereignty. Pemerintah Rusia memandang media asing, terutama yang membawa narasi mengenai demokrasi liberal, hak asasi manusia, dan konflik Ukraina bukan sebagai penyedia informasi yang netral, melainkan sebagai aktor yang berpotensi membawa kepentingan politik dan ideologi negara asalnya ke dalam ruang informasi domestik. Oleh karena itu, pembatasan media asing diposisikan sebagai strategi untuk mempertahankan legitimasi negara, menjaga dominasi narasi resmi, serta melindungi identitas nasional dari pengaruh eksternal.
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Berdasarkan analisis pada subbab sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa sasaran pembatasan pemerintah Rusia lebih banyak diarahkan kepada media Barat yang membawa narasi bertentangan dengan posisi resmi negara. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan media asing tidak hanya didasarkan pada aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh cara pemerintah Rusia memandang media, arus informasi, dan keamanan nasional. Dengan demikian, untuk memahami mengapa narasi media Barat dipersepsikan sebagai ancaman, perlu dijelaskan paradigma Rusia terhadap media asing.
	Aspek
	Paradigma Liberal Barat
	Paradigma Kedaulatan Informasi Rusia

	Kebebasan Pers
	Hak universal
	Dapat dibatasi demi stabilitas

	Arus Informasi
	Lintas batas dan terbuka
	Dikontrol negara

	Media Asing
	Instrumen demokrasi
	Potensi intervensi

	Keamanan Nasional
	Terpisah dari media
	Terintegrasi dengan kontrol informasi


Tabel 1.3 Perbandingan Paradigma Liberal Barat dan Paradigma Kedaulatan Informasi Rusia Sumber: Disusun berdasarkan sintesis konsep kebebasan pers liberal yang dikemukakan oleh Siebert et al. (1956) dalam Four Theories of the Press serta konsep kedaulatan informasi Rusia yang dibahas oleh Nocetti (2015) dan Darczewska (2014).
Perbedaan paradigma tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif kedaulatan informasi, Rusia tidak memandang media asing, khususnya media Barat, sebagai penyedia informasi yang netral, melainkan sebagai aktor politik yang membawa kepentingan negara asalnya ke dalam ruang informasi domestik. Dalam pandangan pemerintah Rusia, pemberitaan media selalu merefleksikan nilai, ideologi, dan orientasi politik tertentu sehingga media asing dipersepsikan berpotensi memengaruhi opini publik serta membentuk persepsi masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, arus informasi internasional dipandang sebagai ruang strategis yang perlu diawasi untuk mencegah pengaruh eksternal yang dianggap dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional (Darczewska, 2014; Nocetti, 2015).
Konsep Russkiy Mir memperkuat cara pandang tersebut dengan menempatkan identitas nasional Rusia sebagai sesuatu yang harus dipelihara melalui ruang informasi. Dalam kerangka ini, media dipandang berperan membentuk cara masyarakat memahami sejarah, budaya, bahasa, dan posisi Rusia di dunia. Oleh karena itu, penyebaran narasi yang berasal dari luar, khususnya narasi liberal Barat, dipersepsikan berpotensi menggeser identitas nasional dan melemahkan kohesi sosial. Atas dasar itulah pengendalian media asing dipandang sebagai bagian dari upaya mempertahankan identitas nasional, bukan sekadar membatasi arus informasi.
Paradigma tersebut selanjutnya memperoleh legitimasi melalui Teori Otoritarianisme Media. Menurut Siebert, Peterson, dan Schramm (1956), negara memiliki kewenangan mengendalikan media apabila dipandang mengancam stabilitas politik dan kepentingan nasional. Dalam konteks Rusia, ancaman tersebut tidak dipahami sebagai keberadaan media asing semata, melainkan sebagai kemampuan media membangun narasi yang dapat memengaruhi opini publik, mengurangi legitimasi pemerintah, dan memperkuat pengaruh politik negara lain. Oleh karena itu, pembatasan media diposisikan sebagai instrumen negara untuk menjaga stabilitas politik sekaligus mempertahankan kedaulatan informasi.
Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan media asing di Rusia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan sensor atau pembatasan kebebasan pers. Kebijakan tersebut merefleksikan paradigma pemerintah Rusia yang memandang ruang informasi sebagai arena persaingan geopolitik sekaligus arena pembentukan identitas nasional. Dalam paradigma tersebut, media asing dipersepsikan sebagai instrumen soft power yang membawa kepentingan politik, ideologi, dan nilai negara asalnya ke dalam ruang informasi domestik. Oleh karena itu, yang dipandang sebagai ancaman oleh pemerintah Rusia bukanlah keberadaan media asing sebagai institusi jurnalistik, melainkan narasi yang dibawa media tersebut karena berpotensi memengaruhi opini publik, melemahkan legitimasi negara, dan menggeser identitas nasional.

d. Alasan yang Melatarbelakangi Pembatasan Media Asing di Rusia Tahun 2019-2025
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan media asing di Rusia tidak dapat dipahami sebagai respons yang bersifat insidental terhadap perkembangan politik internasional ataupun sebagai kebijakan yang semata-mata membatasi kebebasan pers. Berbagai regulasi yang diterapkan sejak 2019 hingga 2025 memperlihatkan adanya pola yang konsisten, yaitu memperluas kapasitas negara dalam mengendalikan aktor, saluran distribusi, substansi informasi, hingga sumber daya ekonomi media. Pola tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Rusia memandang ruang informasi sebagai arena strategis yang secara langsung berkaitan dengan keberlangsungan kekuasaan negara. Berdasarkan analisis terhadap perkembangan kebijakan tersebut, penelitian ini menemukan tiga alasan utama yang melatarbelakangi pembatasan media asing, yaitu mempertahankan stabilitas politik dan legitimasi pemerintah, melindungi keamanan serta kedaulatan informasi, dan mempertahankan identitas nasional melalui konsep Russkiy Mir.
1) Mempertahankan Stabilitas Politik dan Legitimasi Pemerintah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Rusia memandang media bukan sebagai institusi yang netral, melainkan sebagai aktor politik yang memiliki kemampuan membentuk opini publik dan memengaruhi legitimasi pemerintah. Dalam perspektif ini, kekuasaan negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengendalikan wilayah atau aparat keamanan, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan dominasi atas informasi yang diterima masyarakat. Semakin besar kemampuan media membentuk persepsi publik, semakin besar pula potensinya memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pandangan tersebut menjelaskan mengapa pemerintah Rusia memperluas status foreign agent, memberikan sanksi terhadap media independen, serta mempersempit ruang gerak organisasi media yang dianggap memiliki keterkaitan dengan kepentingan asing. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa yang berusaha dipertahankan bukan sekadar ketertiban administratif, melainkan legitimasi politik pemerintah sebagai satu-satunya aktor yang berwenang mendefinisikan realitas politik domestik. Dalam kerangka Teori Otoritarianisme Media, negara menempatkan media di bawah kontrol pemerintah karena media dipandang memiliki kemampuan memengaruhi stabilitas politik dan mempertanyakan legitimasi penguasa (Siebert et al., 1956). Oleh karena itu, pembatasan media asing merupakan instrumen untuk mempertahankan otoritas negara atas pembentukan opini public.
2) Melindungi Keamanan dan Kedaulatan Informasi
Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah Rusia memandang arus informasi sebagai bagian dari dimensi keamanan nasional. Dalam paradigma ini, ancaman terhadap negara tidak lagi dipahami hanya berasal dari kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga dari kemampuan aktor eksternal membentuk persepsi masyarakat melalui informasi. Dengan kata lain, informasi diperlakukan sebagai instrumen geopolitik yang dapat digunakan untuk memengaruhi stabilitas politik suatu negara.
Pandangan tersebut tercermin dalam penerapan Sovereign Internet Law, Fake News Law, serta berbagai kebijakan yang memperluas kewenangan Roskomnadzor dalam mengendalikan ruang digital. Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Rusia berupaya memastikan negara tetap menjadi aktor utama yang menentukan informasi apa yang dapat diproduksi, didistribusikan, dan diakses masyarakat. Dalam konteks ini, konsep information sovereignty tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan melindungi infrastruktur digital, tetapi juga sebagai hak negara untuk mempertahankan kontrol atas ruang informasi domestik dari pengaruh aktor eksternal (Nocetti, 2015; Darczewska, 2014). Oleh karena itu, pembatasan media asing dipahami sebagai strategi mempertahankan kedaulatan negara di ranah informasi.
3) Mempertahankan Identitas Nasional melalui Konsep Russkiy Mir
Selain pertimbangan politik dan keamanan, penelitian ini menemukan bahwa pembatasan media asing juga dilandasi oleh kepentingan ideologis untuk mempertahankan identitas nasional Rusia. Melalui konsep Russkiy Mir, pemerintah Rusia memandang bahasa, sejarah, budaya, serta nilai-nilai tradisional sebagai fondasi keberlangsungan negara yang harus dilindungi dari pengaruh eksternal.
Dalam kerangka tersebut, media asing dipersepsikan bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membawa nilai, ideologi, dan cara pandang politik negara asalnya. Narasi mengenai demokrasi liberal, hak asasi manusia, maupun konflik Ukraina dipandang bukan sekadar pemberitaan, melainkan bagian dari penyebaran nilai yang berpotensi menggeser cara masyarakat Rusia memahami sejarah, identitas nasional, dan legitimasi negara. Dengan demikian, pengendalian media asing dilakukan untuk mempertahankan dominasi negara dalam membentuk identitas kolektif masyarakat agar tetap selaras dengan narasi resmi pemerintah. Konsep Russkiy Mir menjelaskan bahwa perlindungan terhadap identitas nasional tidak hanya dilakukan melalui kebijakan budaya, tetapi juga melalui penguasaan atas ruang informasi tempat identitas tersebut diproduksi dan direproduksi (Suslov, 2018; Meienberger, 2023).
Jika dianalisis secara keseluruhan, ketiga alasan tersebut pada dasarnya mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu mempertahankan otoritas negara atas pembentukan realitas politik. Stabilitas politik, keamanan informasi, dan identitas nasional bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan melalui kebutuhan negara untuk mempertahankan dominasi atas narasi yang beredar di ruang publik.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Rusia tidak memandang ancaman utama terletak pada keberadaan media asing sebagai institusi jurnalistik, melainkan pada kemampuannya menghasilkan interpretasi alternatif terhadap realitas politik. Bagi pemerintah Rusia, sebuah peristiwa politik tidak hanya diperebutkan melalui fakta, tetapi juga melalui makna yang dilekatkan pada fakta tersebut. Ketika negara menyebut invasi Ukraina sebagai special military operation, sementara media Barat menyebutnya sebagai war atau invasion, yang diperebutkan sesungguhnya bukan sekadar pilihan istilah, melainkan legitimasi untuk menentukan bagaimana masyarakat memahami peristiwa tersebut. Objek utama pengendalian pemerintah Rusia adalah narasi yang mampu membentuk cara masyarakat menilai pemerintah, memahami ancaman, dan mengonstruksi identitas nasional.
Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan media asing di Rusia bukan sekadar respons terhadap keberadaan media asing sebagai institusi jurnalistik. Kebijakan tersebut merupakan strategi negara untuk mempertahankan monopoli atas pembentukan realitas politik melalui pengendalian narasi yang dianggap menentukan legitimasi pemerintah, keamanan nasional, dan keberlanjutan identitas nasional Rusia.
Kesimpulan
Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan media asing di Rusia tahun 2019-2025 merupakan bagian dari upaya negara untuk memperkuat kontrol terhadap ruang informasi nasional di tengah meningkatnya dinamika politik dan keamanan global. Melalui berbagai regulasi yang diterapkan secara bertahap, pemerintah Rusia berupaya mempertahankan stabilitas politik dan legitimasi pemerintah, melindungi keamanan serta kedaulatan informasi, dan menjaga identitas nasional dari pengaruh eksternal. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa media asing dipandang tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai aktor yang berpotensi memengaruhi opini publik dan narasi yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pembatasan media asing menjadi instrumen yang digunakan negara untuk mempertahankan otoritas dalam mengelola arus informasi serta memastikan bahwa ruang informasi domestik tetap sejalan dengan kepentingan nasional. 
Penelitian ini terbatas pada penggunaan data sekunder sehingga belum menggambarkan secara langsung perspektif jurnalis, media, maupun pembuat kebijakan di Rusia. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan wawancara atau studi komparatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kebijakan media di negara-negara dengan karakteristik politik serupa.
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